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KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian
intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh dalam rangka
meningkatkan kinerja guna mencapai pengelolaan keuangan negara yang
efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat
SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan SPIP pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Barat telah melewati beberapa tahapan implementasi yaitu
pemahaman (knowing), pemetaan (mapping), pembangunan infrastruktur
(norming), internalisasi dan implementasi (forming), serta pengembangan
berkelanjutan (performing).

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP ini.
Selanjutnya, kami berharap agar laporan ini dapat memberikan nilai
tambah bagi perbaikan penyelenggaraan SPIP untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang lebih baik.

Padang, 15 Januari 2024

refagis Komisi Pemilihan Umum
- | Sumatera Barat
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Jalan Pramuka No. 9 Padang
Telp. (0751 ) 446654 Email: prov_sumban@kpu.go.id

LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif
merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan organisasi
dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan KPU untuk
melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan
pembinaan penyelenggaraan SPIP. Disamping tugas untuk melakukan
pembinaan penyelenggaraan SPIP, KPU sebagai lembaga pemerintah
juga berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan SPIP yang
efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut juga
mengamanatkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah sudah
merupakan bagian yang integral dalam proses manajemen
pemerintahan. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah
secara efektif diharapkan dan diyakini akan membangun tata
pemerintahan yang baik (good governance government) yang berdampak
pada peningkatan efisiensi serta efektifitas atas pemanfaatan seluruh
sumber daya yang ada di seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

Mengingat pentingnya peran SPIP tersebut, KPU Provinsi
Sumatera Barat berkomitmen untuk menyelenggarakan SPIP secara
sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik guna

mendukung pencapaian tujuan organisasi. Untuk mewujudkan tata
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kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan, seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib,

terkendali, serta efektif dan efisien di lingkungan kerjanya masing-

masing.

1.2

1.

Page| 5

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 47 ayat 1;

. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

. Keputusan Ketua KPU Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014

tanggal 26 Mei 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-
SD/08/5J/X /2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan
Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di



1.3

1.5

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023
Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota.

Tujuan Pelaporan

. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Sekretaris KPU Provinsi

Sumatera Barat atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU
Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan
SPIP di lingkungan XPU, KPU/KIP Provinsidan KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Sebagai bentuk ketaatan terhadap kebijakan, rencana, prosedur,

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang Lingkup

Periode pelaporan: 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember
2023

Laporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di lingkungan
Sekretariat KPU

Tugas dan Fungsi Organisasi
Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap,

dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum. Struktur

organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,
Pungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderla

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa terdiri
atas 5 (lima) komisioner dan 1 (satu) sekretaris. Adapun struktur

organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

g | KOMISI PEMILIHAN UMUM STRUKTUR ORGANISASS
%' | PROVINS| SUMATERA BARAT SEKRETARIAT KOMISE PEMILIHAN UMEM
PROVINST SUMATERA BARAT

Struktur organisasi merupakan gambaran yang menjelaskan
bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan
dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi, dapat diartikan
sebagai cara bagi organisasi untuk mengatur orang-orang yang berada
(bekerja) di dalamnya, termasuk jenis pekerjaannya, sehingga
pekerjaan-pekerjaan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik dan
tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera
Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Jumlah
pegawai di lingkungan KPU Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat
pada Tahun 2023 sebanyak 75 orang yang terdiri dari S5 orang
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Komisioner, 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 31 orang Pegawai

Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Komisi Pemilihan Umum yang

selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang

bersifal nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang

berkedudukan di TIbukota Provinsi yang bertugas membantu

pelaksanaan tugas KPU Provinsi. Adapun tugas dari Sekretariat KPU

Provinsi Sumatera Barat adalah:

a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

b. memberikan dukungan teknis administratif dan membantu
pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;

c. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian
sengketa Pemilu,

d. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
pertanggungjawaban KPU;

e. membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal dan

f. membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas yang diuraikan di atas, Sekretariat KPU

Provinsi Sumatera Barat juga | menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

a} penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan KPU;

b) pemberian dukungan administratif dan teknis penyelenggaraan
Pemilu;

c) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan,
perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di
linglkungan KPU;

d) fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU,
bantuan hukum, dan fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;

e) 'pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja
sama di bidang penyelenggaraan Pemily;
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f) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat
KPU Kabupaten/Kota;

g) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data,
serta penyusunan laporan kegiatan KPU;

h) koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit
organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

i) pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat
Jenderal KPU;

j) fasilitasi pelaksahaan sistem pengendalian internal; dan

k) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan KPU.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderla Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Sumatera Barat termasuk pada
Sekretariat KPU Provinsi Tipe A yang terdiri dari atas:

1. Sekretaris

2. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

3. Kepala bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Patsipasi dan
Hubungan Masyarakat

4. Kepala Bagian Data, Perencanaan dan Informasi

5. Kepala Bagian Hukum & SDM

6. Kelompok jabatan Fungsional.

Masing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) sub bagian, untuk itu
masing-masing bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, dan untuk
majsing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yall-lg dibantu oleh beberapa orang staf pelaksana. Sekretariat KPU

Page [ 9



Provinsi Sumatera Barat juga terdapat Jabatan Fungsional yang
disingkat JF yvang merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

II. PENYELENGGARAAN SPIP

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun
2008 tentang SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk mernberikan keyakinan memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. SPI merupakan proses integral untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi,
untuk mencapai tujuan organisasi perlu menetapkan strategi
operasional , strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian
risiko.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut
menyebutkan ada 5 (lima) unsur SPIP yang saling terjalin erat satu
dengan yang lainnya yakmni:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko

3. Kegiatan pengendalian

4. Informasi dan komunikasi

S. Pemantauan pengendalian intern

2.1 Lingkungan Pengendalian.
2.1.1 Tahap Persiapan

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam
organisasi yang dapat membangun kesadaran semua personil

akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan
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aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun unsur-

unsur dari Lingkungan Pengendalian ini, terdiri atas:
1) Melakukan Penegakan Integritas dan Nilai Etika
2) Melakukan Komitmen terhadap kompetensi

3) Adanya Kepemimpinan yang kondusifl

4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan
kebutuhan

5) Adanya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang

tepat dalam satuan kerja.

6) Adanya kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM.

7) Mewyjudkan peran APIP yang efektif

8) Menjalin hubungan kerija yang baik dengan instansi

pemerintah terkait.

Adapun tahap persiapan dalam penerapan unsur-unsur

Lingkungan Pengendalian di atas yakni:
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Menyiapkan peraturan, SDM, dan Rencana
Penyelenggaraan, dengan menyiapkan peraturan yang
diambil dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan KPU atau aturan yang dapat dibuat di unit
kerja yang relevan dalam rangka pelaksanaan
penyelenggaraan SPIP di KPU Provinsi Sumatera Barat.
Melakukan Pemahaman (Knowing), dengan melakukan
sosialisasi melalui media komunikasi, diskusi, seminar,
rapat kerja dan FGD.

Melakukan Pemetaan (Mapping), dengan dilakukananya
identifikasi dan analisis nilai dan norma/aturan yang
ada, yang dibutuhkan dan nilai yang diharapkan dalam
tujuan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Menyiapkan Perjanjian Kinerja (PK) di awal tahun.



2.1.2 Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, perlu dilakukan beberapa

tahapan yakni :

» Membangun Infrastruktur (Norming), dilalkukan melalui

2.2

penyusunan kebijakan-kebijakan dan prosedur untuk
memelihara lingkungan pengendalian sehingga dapat
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk
penerapan SPI terhadap kompetensi pegawai.

Melakukan Internalisasi (Forming), dengan membangun
kesadaran pimpinan KPU Provinsi Sumatera Barat
dalam pengambilan keputusan untuk menerapkan
komitmen terhadap kompetensi dan kesadaran pegawai
unfuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai
dengan peran dan fungsinya.

Memberikan reward yang dapat menjadi penyemangat
bagi pegawai yang berprestasi sangat baik. Sehingga
yang bersangkutan akan termotivasi untuk
mempertahankan, bahkan meningkatkan kompetensi
menjadi lebih baik lagi.

Menetapkan Satgas SPIP di awal tahun, dan membagi
tugas dan fungsinya sesuai dengan pelaksanaan tugas
unit organisasi di lingkungan KPU Provinsi Sumatera

Barat.

Penilaian Risiko

Penilaian Risiko merupakan kegiatan penilaian atas

kemungkinan adanya kejadian yang mengancam pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi atau unit kerja di KPU Provinsi

Sumatera Barat meliputi kegiatan identifikasi. Penilaian

Risiko mempunyai tujuan, yakni:
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1. mengidentifikasi dan menguraikan semua risiko potensial
yang berasal, baik dari faktor internal maupun faktor
eksternal;

2. memeringkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian
manajemen instansi dan yang memerlukan penanganan
segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut; dan

3. memberikan suatu masukan atau rekomendasi untuk
meyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi
prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif.

2.2.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan dapat dilakukan dengan identifikasi
risiko secara menyeluruh baik risiko dari sumber internal
maupun eksternal. Setelah risiko-risiko teridentifikasi, perlu
melakukan analisis risiko dan mengembangkan pendekatan
yang memadal untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Selain
itu, dalam penilaian risiko diperlukan suatu mekanisme
untuk mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi
kemampuan instansi pemerintah tersebut dalam mencapai
visi, misi, dan tujuannya.

Risiko merupakan kondisi yang jika terjadi akan
menghambat atau mengganggu pencapaian tujuan suatu
organisasi, baik yang bersifat langsung maupun tidak
langsung, yang merupakan  hasil dari kombinasi
kemungkinan (likehood) terjadinya peristiwa dan besaran dari
konsekuensi atau dampaknya (consequences or impact).
Risiko yang teridentifikasi dari masing-masing jenis
kegiatan /fungsi dikaji untuk mengukur potensi
dampalk/implikasinya dan guna mengetahui cara
penanganannya. Kajian risiko dilakukan atas risiko utama

(interest risk: risiko yang akan terjadi apabila tidak ada upaya

|
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mitigasi) dan risiko yvang tersisa (residual risk: yakni risiko
yang masih berpotensi muncul setelah upaya mitigasi risiko
utama dilakukan).

KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan tingkat
konsekuensi/dampak pada masing-masing kriteria dapat
disusun dalam : skala tiga atau descriptor ( tinggi, sedang,
dan rendah ).

Tabel 1. Dampak dalam Skala Tiga

Konsekuensi/

Dampak Deskripsi

e Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas

Rendah operasi rendah

e Pengaruhnya terhadap kepentingan
para pemangku kepentingan rendah

¢ Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas

Sedang operasli sedang

e Pengaruhnya terhadap kepentingan
para pemangku kepentingan sedang

¢ Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas

Tinggi operasi tinggi

e Pengaruhnya terhadap kepentingan par
pemangku kepentingan tinggi

Kemudian untuk tingkat peringkat Risiko, berdasarkan
skala yang ditetapkan. Semua risiko dimasukkan kedalam
diagram pemetaan risiko dalam bentuk matriks. Dengan
demikian dihasilkan peta risiko dan urutan pricitas untuk
masing-masing risiko, misalnya dengan penggolongan sangat

tinggi/ekstrim, tinggi, sedang dan rendah.
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Tabel 2. Kriteria Analisis Risiko

: Likelihood
' 1 2 3 4 5
Konsekuensi -
?:rnag;; Jarang | Moderat| Sering HP&;;IIJH

5  Katastropik 5 10 15 20 25
4 Major 4 8 12 16 20
3  Moderat 3 6 9 12 15
2  Minor 2 4 6 8 10
1 Tidak 1 2 3 4 5
signifikan

Unfuk Analisis Risiko KPU Provinsi Sumtera Barat
menerapkan kombinasi analisis kualitatif dan analisis
kuantitatif di dalamm melakukan kajian risiko untuk
mengukur probabilitas terjadinya risiko dan skala atau beban
(magnitude} dari risiko tersebut.

2.2.2 Tahap Pelaksanaan

Di KPU Provinsi Sumatera Barat telah dibahas dan didiskusikan
secara FGD tentang Manajemen Risike Akuntabilitas Keuangan
Penyelenggaraan Pemilu dan Manajemen Risiko Substansi Kegiatan
Pemilu dan Pemilukada di KPU Provinsi Sumatera Barat selama Tahun
2023. ( Tabel Terlampir ).
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Gambar 1. PETA RISIKO

PETA RISIKO

Dampak

0 05 1 15 2 25 3 35 4
Probabilitas

4.5 5
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Tabel 3. RESPON RISIKO

R Terhada
esm;is iko P Uraian Respon

Jumlah
Risiko

Respon II (Risiko Tinggi) |Risiko yang muncul relatif 15
sering, namun berdampak

signifikan

Total Risiko Akuntabilitas dan Substansi KPU 38
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Untuk Risiko Akuntabiltas Keuangan Penyelenggaraan Pemilu terdapat
18 (delapan belas) Risiko, memiliki Risiko yang harus memiliki jadwal
penanganan dalam Tahun 2023 ada 8 (delapan) risiko dengan tingkat
risiko Rendah sebanyak 7 (tujuh) Risiko dan ada 1 (satu) Risiko yang
memiliki tingkat risiko Sedang. Untuk Risiko Substansi Kegiatan
Pemilu dan Pemilukada terdapat 61 (enam puluh satu) Risiko, dengan
30 (tiga puluh) risiko yang memiliki jadwal penanganan di Tahun
2023. Dari 30 (tiga puluh) Risiko tersebut memiliki tingkat risiko
Ekstrim 6 (enam) risiko, tingkat risiko Tinggi ada 15 (lima belas)
risiko, tingkat risiko Sedang sebanyak 5 (lima) resiko dan tingkat
risiko Rendah sebanyak 4 (empat) risiko.
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2.3 Kegiatan Pengendalian
2.3.1 Tahap Persiapan

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk

mengatasi risiko melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan

prosedur. Untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan
Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat yvang sudah ditetapkan, maka
perlu dikembangkan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme

pengendalian yang memadai dan diferapkan untuk setiap kegiatan

sebagaimana semestinya. Adapun tahap persiapan dalam Kegiatan
Pengendalian adalah:

1. Membuat peraturan secara tertulis yang relevan dengan

pelaksanaan penyelenggaraan SPIP,

. Semua pegawai harus mempunyai pemahaman dan terlibat

dalam proses reviu atas kinerja instansi,

. Dilakukan pemetaan untuk mengetahui sejauh mana

pemahaman seluruh pegawai dalam reviu atas kinerja instansi,
dan melakukan pemetaan atas keberadaan dan implementasi

dari kebijakan dan prosedur terkait reviu kinerja.

2.3.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan dilakukan dengan:
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1. Melakukan Internalisasi, untuk mengetahui seberapa jauh

pimpinan instansi/unit kerja mengambil keputusan dan

memengaruhi perilaku pegawai dalam melaksanakan kegiatan,

. Satgas SPIP membuat model pengembangan manajemen

berbasis kinerja karena reviu atas kinerja yang merupakan
bagian dari manajemen berbasis kinerja yang dapat dilakukan
dengan cara mendefinisikan visi dan misi organisasi dalam
rangka menjelaskan tujuan organisasi untuk mempemudah
orang yang berada di dalam dan di luar organisasi memahami

visi dan misi organisasi.



3. Melakukan pengembangan berkelanjutan yang diillakukan
melalui evaluasi dan pemantauan dengan memanfaatkan
informasi kinerja untuk perbaikan kinerja dan melakukan
evaluasi/assessment terhadap penerapan Sistem Pengendalian
Internal (SPI) secara berkala.

2.4 Informasi dan Komunikasi
2.4.1 Tahap Persiapan

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat
digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera
Barat. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian
pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau
lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak
langsung untuk mendapatkan umpan balik. Untuk
menghasilkan informasi dalam rangka mendukung
pencapaian tujuan maka diperlukan sistem infomasi yang
merupakan satu perangkat vang terdiri dari beberapa
komponen yang saling berinteraksi. Proses membangun
kesadaran mengenai arti penting sub unsur informasi
dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi. Sosialiasi
ditujukan untuk menjangkau seluruh lapisan pegawai di
KPU Provinsi Sumatera Barat yang perlu diberikan

pemahaman mengenai:

1. apa dan bagaimana informasij;

2. karakteristik dan mekanisme pengelolaan informasi;
3. syarat-syarat informasi yang berkualitas; dan

4. peranan informasi dalam mendukung pencapaian tujuan

organisasi.
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Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi maka perlu
melakukan pemetaan atas pemahaman yang diterima dan
dipersepsikan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat
dan seluruh pegawai KPU Provinsi Sumatera Barat unuk
menerapkan pengendalian dan Informasi. Informasi
menjadi sarana untuk mendokumentasikan
pelaksanaan pengendalian intern oleh KPU Provinsi
Sumatera Barat. Untuk itu, perlu didesain secara khusus
bentuk dan isi informasi yang sesual agar mudah
menerapkannya. Pemetaan dapat menggunakan berbagai
metode antara lain berupa grup diskusi, pengumpulan
dokumen, wawancara, mengajukan kuesioner, dan
observasi atas mekanisme arus informasi dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi.

2.4.2 Tahap Pelaksanaan

Pengembangan sistem informasi dilakukan secara formal
dan dikembangkan secara bertahap sehingga dapat
dihasilkan suatu sistem informasi sesuai dengan yang
diinginkan oleh pemakai. Agar pengembangan sistem
dapat dilakukan dengan baik, maka periu dibentuk Satuan
Tugas (satgas) Pengembangan Sistem Informasi dengan
Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan

tingkatannya sebagai pengarah.

|
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Siklus Pengembangan Sistem Informasi

Memahami masalah peluang

Mengembangkansolusi sistem
informasi

Mengimplementasikansolusi sistem
informasi

Investigasi Sistem

® Melakukan studi kelayakan untuk
menentukan apakah sistem yang baru
danlebih baik merupakan solusi yang

Output: Spesifikasi

' gl Output: layak
Studi Kelayakan ® Menentukan peluang dan masalah
dalam mencapai tujuan organisasi
® Mengembangkan rencana manajemen
proyek dan dapatkan persetujuan
5 manajemen
T ® Analisis kebutuhan informasi pegawali,
Analisis Sistem mitrakerja dan pemilik kepentingan
& > o - lainnya
Parsyaraian ® Mengembangkan persyaratan
Fungsional fungsionalsistem yang dapat memenuhi
prioritas pencapaian tujuan dan
kebuuhan semuapemilijk kepentingan
Destiin: Siatern " Mengembangkan spesifikasi untuk

hardware, software, sumber daya
manusia, jaringan, dan data serta output

—

Sistem informasi yang dapat memenuhi
persyaratan fungsional dari sistem
informasi yang diusulkan

Impégmemasi Mendapatkan (atau mengembangkan)
istem hardware dan software
; Menguji sistem, dan melatih SDM
o o Biiam untukmengoperasikan dan
perasio n
enggunakannya
Mengubah ke sistem yang baru
® Mengelola pengaruh perubahan sistem
terhadao pemakai akhir
Pemeliharaan
Sistem
® Menggunakan proses linjauan pasca
Output: Sistem implementasi untuk mengawasi,
Yang mengevaluasi dan memodifikasi system
Diperbaiki sesuai dengan kebutuhan
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Dalam rangka mewujudkan tahapan informasi dan

komunikasi yang efektif dan dalam rangka memperbaiki

unsur-unsur SPIP di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera

Barat, maka diperlukan:

1.
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Melakukan Rapat rutin Sekretariat di awal tahun, untuk
membahas dan menentukan apa saja kegiatan yang perlu
dilaksanakan selama setahun, dan dilanjutkan dengan
rapat sekretariat yang dilaksanakan setiap bulan diawal
bulan yvang dihadiri oleh Sekretaris dan seluruh pegawai

sekretariat

Setiap ada peraturan baik itu dalam bentuk Peraturan
Pemerintah, Peraturan KPU atau aturan yang dibuat olech
satker perlu untuk disampaikan ke seluruh pegawai
kantor untuk bisa diketahui dan memahami peraturan

tersebut melalui kegiatan Internalisasi.

. Melakukan secara rutin untuk melaksanakan apel pagi

dimana dalam apel pagi ini, pembina apel dapat
menyampaikan  informasi-informasi penting dalam
kegiatan Tahapan Pemilu

. Melakukan rapat pleno mingguan setiap minggunya yang

dihadiri oleh Komisioner, Sekretaris, Kabag dan Kasubag

di setiap bagian.



2.5 Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian
atas mutu kinerja SPI dan proses yang memberikan
keyakinan, bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera
ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern menilai
kualitas kinerja pengendalian intern pada organisasi dan
unit kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota secara terus- menerus sebagai bagian dari

proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

2.5.1 Tahap Persiapan

Selama Tahun 2023 KPU Provinsi Sumatera Barat sudah
melakukan unsur pemantauan berkelanjutan, dengan
dilakukannya penilaian atau evaluasi atas SPl yang
dilakukan oleh pihak yang tidak terkait dengan kegiatan dan
independen seperti APIP, BPK dan BPKP serta Inspektorat.
Dengan adanya strategi pemantauan yang meliputi metode
untuk menekankan pimpinan unit kerja bahwa mereka
bertanggung jawab atas pengendalian intern dan
pemantauan efektivitas kegiatan pengendalian sebagai
bagian dari tugas mereka secara teratur dan setiap hari.
Dengan dilakukannya pemeriksaan dan memberikan

rekomendasi tindak lanjut hasil audit dan reviu lainnya.

2.5.2 Tahap Pelaksanaan

Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat harus segera
mereviu dan mengevaluasi temuan audit dan reviuw lainnya,
sehingga dapat diberikan penilaian prioritas Risiko dalam
melakukan tindak lanjutnya. Apabila pimpinan unit kerja
tidak melakukan tindak lanjut atas temuan audit dan reviuw

lainnya, maka hal tersebut akan meningkatkan level risiko
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dari organisasi pada proses Penilaian Risiko. Adapun

langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pimpinan satker

dalam melakukan Pengendalian atas tindak lanjut temuan

audit dan Reviuw Lainnya, yakni:

1.
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KPU Provinsi Sumatera Barat harus memiliki pedoman
tertulis yang memuat prosedur untuk memastikan bahwa
seluruh temuan audit dan reviu lainnya segera dievaluasi,
ditentukan tanggapan vyang tepat dan dilaksanakan
tindakan perbaikannya.

. prosedur tindak lanjut harus dilaksanakan dalam waktu

sesegera mungkin.

Adanya pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan
pelaksanaan tindak lanjut, membuat daftar rencana
tindak lanjut, yang berisi temmuan-temuan audit dan reviu
lainnya, serta  jenis rekomendasi yang akan
ditindaklanjuti oleh pejabat terkait, waktu pelaksanaan
tindak lanjut, dan hasil atau output dari tindak lanjut
yang dilaksanakan.

. Melakukan pelaporan secara berkala setiap bulannya dari

pejabat vyang mengoordinasikan pelaksanaan tindak
lanjut, serta komunikasi yang efektif dengan APIP dan

BPK yang melaksanakan audit atau reviu lainnya.

. KPU provinsi Sumatera Barat sudah melakukan

monitoring dan pengawasan terhadap KPU
Kabupaten/Kota untuk kegiatan tindak lanjut temuan
BPK, BPKP dan APIP selama Tahun 2023, dan telah
dilaporkan setiap bulannya dalam Kartu Kendali Matrik
Progres Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP dan APIP
berdasarkan Wilayah.



BAB III PENUTUP.

3.1 KESIMPULAN

KPU Provinsi Sumatera  Barat  telah melakukan
penyelenggaraan SPIP dengan baik selama Tahun 2023,
dengan melakukan pengisian dan pelaporan Kartu Kendali
setiap bulannya sesuai dengan waktu pelaporan yang telah
ditetapkan. Dan dalam Tahun 2023, Inspektorat telah
menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Aplikasi e-SPIP yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d
13 Oktober 2023 di Hotel Pullman Jakarta. Dan KPU
Provinsi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-
Sumatera Barat mendapatkan kesempatan mengikuti
kegiatan tersebut pada tanggal 10 s.d 12 Oktober 2023, yang
dihadiri oleh Ketua KPU, Ketua Divisi Hukum & Pengawasan,
Sekretaris, Kabag Hukum dan Operator SPIP. Jadi
penyampaian Kartu Kendali beserta lampirannya telah
melalui aplikasi e-SPIP dan KPU Provinsi Sumatera Barat
dapat bisa memonitoring KPU Kabupaten/Kota untuk
menyampaikan data SPIP setiap bulannya melalui rekap data
penyampaian SPIP di Aplikasi e-SPIP.

Diharapkan dengan diselenggarakannya SPIP di lingkungan
KPU Provinsi Sumatera Barat dapat membangun tata
pemerintahan yang baik (good governance government) yang
berdampak pada peningkatan efisiensi serta efektifitas atas
pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di jajaran KPU
Provinsi Sumatera Barat. Sehingga tujuan organisasi dapat
dicapai melaui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
laporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan.

Page | 25



3.2 HAMBATAN DAN SARAN

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi KPU Provinsi Sumatera
Barat dalam menyelenggarakan SPIP selama Tahun 2023, adalah:
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1.

Dalam hal kelembagaan, beban kerja antar sub bagian belum
seimbang sehingga masih terdapat sub bagian yang mempunyai
volume pekerjaan lebih besar dibandingkan sub bagian lainnya.

. Masih ada pendelagasian tugas dan tanggungjawab yang tidak

sesuai tupoksinya.

. Proses internalisasi peraturan dan budaya Kkerja organisasi

masih belum optimal

. Perencanaan anggaran yang belum  sistematis dan

komprehensif, masih banyak anggaran yang belum sesuai
dengan kebutuhan tahapan yang ada. Sehingga perlu revisi
yang berulang-ulang.

. Dukungan infrastruktur yang kurang, dimana bangunan kantor

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat masih kurang
memadai untuk digunakan, dimana terdapat keterbatasan
ruangan kantor sehingga bagi pegawai kurang nyaman dalam
bekerja. Hal ini belum mendukung kelembagaan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang tetap.

. Risiko-risiko yang berhubungan dengan tugas Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sumatera Barat dalam hal kegiatan
pelaksanaan akuntabilitas, masih belum didukung dengan
bukti penanganan yang diserahkan ke bagian pengawasan.
Meskipun dalam pelaksanaan kegiatan pertanggungjawaban
administrasi keuangan sudah dilakukan sesuai dengan SOP
yang telah ditetapkan.

Risiko-risiko yang berhubungan dengan tugas Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan risiko
yvang bersifat Substansi seperti dalam kegiatan Pemutakhiran
Data Verifikasi Partai Politik masih terkendala dalam aplikasi
pencalonan (SIPOL).



8. Kemudian yang berhubungan dengan tugas Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sumatera Barat dalam Pengelolaan Data dan
Informasi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui

bagaimana cara mengurus pindah memilih.

9. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan Keterbukaan

Informasi Publik adalah : Media online sangat besar
pengaruhnya dalam menyebarkan berita hoax terkait Pemilu.

10. Kemudian dalam pelaksanaan Dokumentasi dan Informasi

11.

Hukum adalah Divisi atau Sub Bagian lambat dan masih ada
yang tidak menyampaikan nota dinas pembuatan Keputusan
dan tidak sesuai prosedur SOP.

Tidak efektifnya pelaksanaan pengendalian internal karena
masih kurangnya pemahaman terutama mengenai manajemen

risiko.

12. Kegiatan pada beberapa sub bagian tidak terlaksana sesual

petunjuk teknis karena tidak adanya dibuat SOP kegiatan pada
beberapa sub bagian.

Untuk saran atas hambatan-hambatan diatas dapat dilakukan

dengan :

1.
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Melakukan Internalisasi dan tatap muka secara rutin setiap
bulannya untuk menyampaikan Peraturan-Peraturan yang sering
kali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

. Memberikan pendelagasian tugas dan tanggungjawab yang harus

sesuai tupoksinya dan sesuai dengan SDM yang tepat sesuai

kompetensinya.

. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat harus

mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan antara lain
menyusun perencanaan kerja dan anggaran berdasarkan Renstra
dan melakukan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan
yang akan dilaksanakan.

. Diminta kepada masing-masing sub bagian menyelesaikan SOP,

untuk kegiatan operasional kantor yang lebih efektif dan efisien

serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Adanya surat tertulis ke KPU RI untuk permintaan anggaran
untuk gedung kantor yang baru atau anggaran renovasi gedung

kantor yang ada.

. Memberikan informasi dan edukasi melalui media sosial KPU

Provinsi Sumatera Barat tentang bagaimana cara atau prosedur
mengurus pindah memilih kepada masyarakat, dan dapat
dilakukan dengan memberika sosialisasi-sosialisasi langsung ke

masyarakat tentunya.

. Untuk mengatasi hambatan dalam kegiatan Keterbukaan

Informasi Publik dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan
publikasi informasi baik media massa maupun melalui kerjasama
dengan berbagai stakeholders, kemudian didukung dengan
Anggaran sosialisasi khususnya publikasi dan informasi lebih

optimal lagi.

. Adanya kegiatan Bimtek secara keseluruhan untuk satgas SPIP

dan Pegawal Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat lainnya
dalam menyelenggarakan SPIP, khususnya dalam hal Manajemen
Risiko.

3.3 TINDAK LANJUT ATAS SARAN PERIODE.

Rencana Aksi Tahun Berikutnya dan Usulan kepada Unit Kerja

Sekretariat Jenderal KPU / Satgas.

1) Akan meningkatkan dan mempertahankan unsur-unsur SPIP yang

telah baik dan memadai;

2) Agar dapat melakukan sosialisasi SPIP secara berkelanjutan.
3) Meningkatkan pelatihan pengembangan SDM dilingkungan KPU;
4} Menggunakan konsep perencanaan Bottom-Up;

5) Membuat SOP dan kegiatan pengendalian yang kuat.

6) Mengoptimalkan pengawasan pada saat Tahapan Pemilu
7) Membuat alat bantu kontrol kerja/kegiatan
8) Menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak
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eksternal untuk kelancaran kegiatan.



9) Memanfaatkan secara maksimal penggunaan Media Sosial yang ada.
10) Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk

mendukung kegiatan operasional dan tahapan Pemilu.

Se .- T -f..,‘:k

$ X
)

Lampiran
- Tabel Daftar Risiko Akuntabilitas Keuangan Penyelenggaraan
Pemilu Pada KPU Provinsi Sumatera Barat.
- Tabel Daftar Risiko Substansi KPU Provinsi Sumatera Barat.

- Rencana Kegiatan Pengendalian Pemilu dan Pemilukada
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Tabel |
Daftar Risiko Akuntabilitas KPU Provinsi Sumatera Barat

No KATEGORI

1 Pengadaan
Barang dan Jasa
(termasuk PBJ
Logistik)

RISIKO

Jumlah logistik
yang dikontrakkan
tidak sesuai

dengan kebutuhan |

2 Pengadaan
Barang dan Jasa
(termasuk PBJ
Logistik)

3 Pengadaan
Barang dan Jasa
(termasuk PBJ
Logistik)

4 Pengadaan
Barang dan Jasa
(termasuk PBJ
Logistik)

Spesifikasi logistik |

yang diterima
tidak sesuai
dengan kontrak

' Kekurangan

volume pekerjaan

Permasalahan

pengadaan akibat
pendelegasian
proses pengadaan
ke Satker KPU

Provinsi/Kabupate |

n/Kota
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KATEGORI

5 | Perjalanan Dinas

6 | Perjalanan Dinas

7| Perjalanan Dinas

RISIKO

 Kelebihan

pembayaran atas
perjalanan dinas

Dokumen
Pertanggungjawa
ban Perjalanan
Dinas belum
Memadai

" Perjalanan dinas

tumpang tindih

8 Perjalanan Dinas
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Pembayaran
transport kepada
pelaksana
perjalanan dinas
yang
menggunakan
mobil dinas

kebijakan




No KATEGORI RISIKO

9 | Honor Badan Penyalahgunaan  Kelemahan
AdHoc dana Pemilu :
Pembayaran
berupa Honor
| PPK dan PPS, |
' Biaya ATK PPK
' dan PPS dan ,
Biaya Lain-lain [
yang digunakan |
untuk kepentingan |
pribadi '

10 = Honor Badan ~ Pertanggungjawa = Kelemahan
Anggaran

- AdHoc ban yang tidak
sesuai dengan
realisasi
11 | Honor Badan ~ Pertanggungjawa = Kelemahan
AdHoc ban BPP Adhoc | SDM

belum diserahkan

1 2+l5ér1§ajakan ~ Terdapat pajak | Kelemahan
. yang belum/tidak = SDM
- dipungut/disetor
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No

KATEGORI

RISIKO

13

Dana Hibah

Proses
pembayaran tidak
sesuai dengan
ketentuan dalam
PMK

14

Dana Hibah

Keterlambatan
pencairan dana
hibah dari Pemda

15

Dana Hibah

Keterlambatan
proses
pengesahan dana
hibah
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No  KATEGORI
|

RISIKO

16  Sisa Dana Hibah

17  Dana Hibah

Pengelolaan sisa
dana hibah tidak
sesuai ketentuan

Proses

pembayaran tidak
sesuai dengan
ketentuan dalam
PMK

18 | Dana Hibah

Page | 34

Risiko Lainnya
yaitu Kegiatan
oleh KPU
dilaksanakan
sebelum NPHD
ditandatangani
dan kegiatan
Pengawasan yang
melewati Tahun
Anggaran tidak
bisa dibiayai
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Tabel 1l
Rencana Kegiatan Pengendalian Pemilu dan Pilkada

RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN PEMILY DAN PILKADA

Kade Pengendalian vang Ada Peringkat| Rencana Pengendallan yang akan Dibangun Bukti Rencana
o
i P dali P
No Rizike Pernyataan Risiko Uraian Desaln Efektivitas Ritiko Uraian Jaduval engeadalian yang | Pemilik Risiko FITL
A T JE | KE E (PR} akan Dibangun
. Manyaempa:kan Nota Dinas
1 IRt Prases revis: yang berlarut- |Pombatazan Revist PO maksimal A O|HE 0] Tinggt Rimwisl ke masing-masemng SA1/2023|MNota Dinos Ketua KPU Sub Bog Percncanoan
larut sebulan sekal Kabag Sumbar
Suhtrya mengklasifikagikan .
2 IR2 nncian belanja sesuani kodo I;:::nu:,n:;;“ﬂalm What's App dan A ORE B Tingg Manyurat KPU R1 2023.10-01|Surat 231:;;?“ Sub Bog Perenconaon
akun yang.ada dalam DIPA ‘eeling
Parmabh yang bertda gl Simkronizast datd perulib Iap.‘és Pembentukan TPS i lokasi Sural lzin Ketua KPU
3 |R3 lembaga pemasyninkatan s(engan '?T::Z“'m“;'m d::"t tnas DIKE 0]Sedang Jxhusus sesuo dengan PRPU 2023-12-20|Pembentukan TPS Sumbaot Sub Bag Dann
{inpas) tak tendoahtkos ependudy AR Fencoisian 72022 o Lopas Setempat
Pemihih bdak gapat . data hosi cokit,
. sinkranisds data pemulih dengan penepeokan daa penelitian Ketun KPU
4 |R4 munggunakan hok piibhya A O|KE O|Rendah . 2024-02-01}foto dan sorat . Sub Bag Dalin
TPS datp kependuduoh fakival di lapangan pernyataan Sumba
Ktasa berfaku dokumen
kopengurusan partai dan
ketentunn-ketentuon
adrmunistratd lainnya, Mosih
banyak dy antara parla yang Menegoskan pada scliap Bimtok Menyampaikan kepada
s |rs hanya mormilike dokumen foma dipn Sostahsasi dengon Parpol ogar olkE o Tingg: Pengurus Parped akibat 2022.08-15| Surat Hetue HPU Sub Bog Tekrs
yang dranggap bdak soh eleh jangnn Wetadl perubahan SK puda ponggantian képenguiusun Sumbar
KPU Atou dokurharn basru saat verhikasi pada saal venfikas)
namun tanda tangan
peng yo Ldpk i
Kelentuan KPL
Parpol menyernhian bukh
keanggotazn detupa KTP
tanpa menyerashhon KTA oiou Melakukan koordinas! dengan
6 |RG6 menyerahkan KTA tanps KTP, |Membuka Helpdesk A C{KE O] Tangg pimpman parpo! hingkal 2022.08.01 Dakumentas raker | Keto KPU Sub Bag Tekms
¥ " ’ dengan parpol Sumbar
dan salnan KTP yang mash provinsi
menggunakan KTP fama
{ukan &KTP)
Bebon s¢rver sangat beral
korans banyak poipol yang
mengokses oplkas SIPOL don Kermunta Porpel inengokses s
.7 |a7 {mengupload data di nkhir Menyompaikon ke KPY RI A glke | ofTimgm  |SIPOL paga jam-jam sepr otau|  2022-08-D1 “r";;:'::hm g:::;;:nu Sub Bag Teknls
masa pendattaran dan ooanya tidak mendekadt jadwal akhir P "] s
kondala jaringan yang senng
GOWTE
Nama anggota yong torcanium
dalam Sipol be/bedn dehgan ' Menyurati Patpol ager berhati- i Hetea KPU Tewnrs
B |R8 nams yang tantera datam KTP Sosialsas A CIHE Q] Tinggt hall monginput 9ats ke Sipal 2022-07-01] Surat Sumbat Sub Bag Tek
olektromi F KTA,




, dan
mﬂ'.‘ JT Membuat pembagian kena yang Menghubungi Mantan PPK dan o
5 |RE kannggotesn parpol merata sesusi wilayah geografis 0|KE Tinggt PPS sesuar wilayah untuk 20221012 |surat Biniee Sub Bag Teknis
DREPANGS "'"t"l'.ld“ dan jumiah keanggotaan memudahikan verifikas
keeanggotaan di lapangan
Dwamika perupahan kebijakan
yang cukup tinggi, dan tidak R
apat Pokja/Drvs untuk Hetua KPU
10 |R10 semua pihak MT;ud B P =, kebijak O|KE Ekstnm  |Bimtek KPU Kabupaten/Kota 2022-09-10|Laporan anhar Sub Bag Teknis
bak
Perbedaan permahaman terkait
= pemanuhan syarat Ketua KPU
11 |R1 5 ot S Bimtex O|KE Sedang |Bimtek lanjutan 2022-09-10|Laporan St Sub Bag Teknis
, Permasalahan pada server | Mengakses sipol pada waklu yang Ketua KPU
12 |R12 SIPOL tidak P, O|KE Rendah [Menambah server 2022-09-10| Surat Sl Sub Bag Teknis
Pengumuman dan
Isu Ketidakabsah Sosal kepad L3 !
13 |R13 r:: oni ngsh c:nlon stak m::; wheays 0jKE Rengah |Membenkan akses secara 2023.11.25| Pengumuman ;::;:p\’ Sub Bag Teknis
posa terbuka kepada pubik
Kekurangan bukti, fakta-fakta Arsip kegiatan dilakukan
kronologis, dan argumentas: T sesual kasi'fikas arsipnya Ketua KPU
14 |R14 hukum yang kuat menghadep: Mengarsipkan dokumaen OJKE nag! sehnpgs memadehhan iUk 2023-04- 10| Arsip SumBbes Sub Bag Teknis
gugatan penetapan parpol pengumpulan alst bukt
Pengisian dokumen syatat FPenyampaan perbatkan
- dukungan DPD yang tdak Sosmalisas: kepada Calon DPD * ) dokumen secara jelas dan 7 Ketua KPU
S jengkap. tidak sesual atau  |secara intensi! e TING9'  |iengkap untuk men i L Sumbar Sy Bag Takme
Judak seiesd.
| Diskus: dengan Alasan secara Mambuat catatan tethadap
16 |R16 Pﬂ:::::ml’;h;? P komprehensi! untuk memastikan 4] |Rendan |perubahan kebjakan dan 2023-11-25]Catatan Khusus :‘""' RPY Sub Rag Teknis
pe 4 kebijakan tersebut berlaku implementasinya MO
Pengisian data dan dokumen 5 Membertahukan nncian syarat
17 |R17 persyaratan DPR, DPD dan Lo P.::o‘ll d‘lnl DD;‘ED.M" e O|KE Tingg calon di Grup What's App LG 2023-11-25 BURCE M :‘"::PU Sub Bag Tekms
DPRD yang tidak lengkap Parpol dan DPD okmen sl
Duslisme kepengurusan parta: Maﬂyml‘tl:.;"l:l Kl terkat = Ketis kPt
18 |RIE ma n dualisme dukungan Sosialisas: dengan parta politik Ly Seaa POGIQRAN P gUTLS, 2023-04-01]Surat Sub Tek
tuurz:gan ganda) - onet " |mana yang menjad: rujukan PN S
1 Jagcgh
Rakor dengan Bawasiu dan
g ’ PN setompal tentang makna - Ketua KPL *
19 |R18 Caleg tetlibat masalah hukum |Mengkuti Rakor dengan KPU Ri TE Tingg caleg yang bermasalah 2023-04-10|Laporan keQuatan e b Sub Bag Teknis
Menyurati Mendagr Menp
RB dan stakeholder lainnya
e 1oh
20 |R20 :3:;: masih menjabet jsbaten |Sosissas: dengen calon secars 1€ Tinggi  |ager tidak mempersult bakal |  2023.04-10|Surat :::;;PU Sub Bag Teknis
- calon yang mengurus
ngunduran ginnya
Masukanftanggapan
21 |R21 masyarakat atas vernfikas: Sosalisas: d) berbagal jenis media olkE Rengan m":“tf“" e 2023-08-01|Laporan ::::::Ph Sut Bag Teknis

calon pasangan minim




Pergantian foto atau kekeliruan
bro Manekankan pada saat sosialisasi Menyurati kembal
n ! on fa K KPU
- DcsemuDCTyang [ ehan foto ofke | ofringg [N Pt poltikl 5023 11.10|Surat s Sub Bag Teknis
Surat Suara
s i |Menekankan pentingnya tiodata Menyurati Parpol dan Calon
su kaan syarat calon agar lebih dikenal oleh DPD tentang pentingnhya Ketua KPU
23 |R23 OIKE T .
pencalonan pemilih pada saat sosialisasi Of Tingor membuka akses kepada publik 2023-04-101Surat Sumbar Sub Bag Teknis
ierhadao Diodata caion
Digugat ke lebih dari satu [Men Draft UU Pemilu
yusun kronologis dan Ketua
24 |R24 embaga pengawas/pengadil |04k mentasikan semua TE of o Pemil terutama yang KPU
(R S i Sedang |Usulan revisi UU Pemilu 2023-04-01 Serkeiten o Ieuribar Sub Bag Teknis
Lindih] penyelesaian
Dokumen pencalonan dan Menskankan kepads partel politik
25 |R2s dokumen syarat caion tidek | 357 18NG8N SemMpE e | o ofex SUTESSE DR tat PO Oae [Kotum L)
“:.mk - ety syeral P strim oP0 2023-03-10| Surat Siiiiaies Sub Bag Teknis
Sumbangan persearangan
sumbangan badan usaha, Sosialisasi ke Partai poitik dan Mengingatkan dalam grup LO Ketua KPU
R ]
26 26 sumbangan parpol kepade colon persacrangen T 0] OjEkstnm Aadt miadiaos resnil 1KPU 2024-03-01|Laporan kegiatan Sacnb Sub Bag Teknis
calon melebin: batas maks.mal
Banyak dana kampanye tidak
. Soswalisasi ke partal polittk dan Mengingatkan dalam grup LO Fetua KPU
2 27 | T
i ﬁﬂm.?'.ﬁ' e kAP |c#ion perseorangan E | Of OfEkst"™ | ian medsos resmi KPU A24-03-01| Laporan Kepen o riber e
Peserta Pemilu melakukan
kampanye di luar jadwal,
beredarnya berita hoak di Kootdinas: dengan Bawaslu Ketua KPU
28 |R28 medss social, dan kampanye Sostalisas QIKE O|Ekstrim dan Stakeholder 2023-03-01|Laporan Kegatan Sumbar Sub Bag Parmas
yang menyinggung politisas:
SARA
Hoaks dan disinformas; serta Koordinasi dengan i K KPL
9 |Ro@ ka d med Sosiali ' : A : e ¢
2 ::::;I mpanye di a8 osialisas O|KE O]Ekstrim o Bkt 2023-03-01|Leporan Kegratan Surnbag Sub Bag Parmas
Ikian kampanye yang dilakukan
di luar jacwal, penggunaan
ragam kategon akun di luar
yang sudah ditentukan untuk . . Koordinas: dengan B Iu Ketua KPU
30 |R30 ikian kampanye bebaysr, serta |Sosalisas OIKE 0| Ekstrim den Stakeholder 2023-03-01|Laporan Kegiatan e Sub Bag Parmas
realita belanja ikian yang tidak
sinkron dengan laporan dana
kampanye kandida
Mengingatkan terus peserta
P ta uk at
31 |R21 ﬁ‘:ﬂ%‘g UMK t8S  cosimiisasi olke | o|Ekstim  |pemiu melalu Grup 2024.02-01|Surat w Sub Bag Parmas
What'sApp dan surat
HempRph Senskibing, Komunikas: intensit
3 dengan modus sosialisasi cara [sosialsas dengan berbagal @hign g o b Ketua KPU
12 [R32 memilih Tim Pemenangan  |stakeholder dan media massa olke | olsedang |parpol untuk bdak melanggar |  2023-01-11|adanya kasus Sur::al Sub ey Permas
P melakukan sosialisasi ketentuan kampanye yang ditamukan




pendidikan pemiiu yang lebih sosislsasi o
atexankan kepada kesadaran _— media cetak Jan
33 |r3a Poiltik Usng untuK tidek menerima (mbatan olxe Tgg |t :m*."" Daheye 2023-01-12] sbektronik, teatiet, | PV ot Bag Parmas
dalam bentuk apapun daiam A g baliho, dan bahan | U™
menggunakan hak piinnya sosialisas! lainnys
Pasangan Calon, Tim Revisi PKPU tentang
Kampanye Relawan maupun Kampanye dengan
Parta Politik tidak bersedia  |Menyampatkan surat himbauan menambahkan sanksi Kotia KPU
34 R34 menurunkan dan untuk melakukan pembersihan O|KE Tinggl admnistratit kepade peserta 2023-01-11|OIM Sm:;.f Sub Bag Parmas
membersihkan Aiat Peraga kepada Peserta Pemitu pemily yang tidak
Kampanye yang telah dipasang| membarsihkan APK pada
dalam masa kampanye masa tenang
Fasilitas dan program
pemerintah dalam mangatas) g
35 |R35S kesulitan masyarakat ml i'.h“;: e i O|KE Tingg! undangan sostatisas: 2023-01.11|Laporan kegiatan ;::::ﬂu Sut Bag Parmes
dimantaatkan untuk sosislias:
din, khususnya bagi pstahana
Forme 1 yag ook e g e i—
36 |R3a -;mnm. alau terhipat dalam Bimtek KPPS lebih intensf 0|KE Ekstnim What's App KPPS untuk 2024-02-13| Laporan P Sut: Bag Teanis
ftung KPU
Membahas rancangan kebiakan Menyurati KPU R tentang DIM
17 |Rar ::b'::::":'“" enepan Jaun sebelum kegiatan tersebut ol ke Ekstrim  |yang akan ditemur paca 2023-02-01)DIM dan Surat :“m“::"“ Sub Bug Tekiis
ditaksanakan tahapan terkan N
Kesuitan untuk mendapath Sos Rexrutmen anggota memastikan proses CAT dan minim SK i
38 |Ras anggota badan ad noc yang  |badan ad hoc berbasis Komputer 0 Sedang |wawancara dilakukan secara 2024-04-04|Perubahan P Sub Bag Parmas
perintegritas sath bukan berbasis kedekatan abyektif dan profesional pengmeee |7
Teqad pelanggaran beberapa
jenis polanggaran yang
dilakukan oleh badan ag hoc
atau setidaknys melibatkan
badan ad hoc, antara lain
mencoblos suara sisa
penggelapan gaji KPPS,
memihak pada peserta Pamilu
tertentuftidak netral terdaftar
sebagal pengurus Parpol, ikut Parbuni
yak media scsaisas . Ketua HPU
19 [Ra3% berkampanye bagl peserta Bimtek dan membuat grup wa TE Ekstrim s bioviak Dadn RS 2024-04-04|Laporan et Sub Hag Parmas

Pemilu membuka kotak suara
tanpa dihadin saks: dan
pengawas TPS. tidak
mambetikan salinan DAAY.
KPU kepada Panwascam
memanipulas: atau
penggelembungkan perclehan
suara caton tectenty dan
mencoblos surst suara milik
pamiiih yang idak hadv




..Memngka&nn mejode
‘| Risika Politik Vang . : sosialisost dan koordinasi :
40 |Ri0 Prakis/Secangan Fajar Sosiehsasi dengan stakholder A o8| O|KE D|Rendah |, #ngan semua pihak o 2023-10-0t|Loporan 0|Sub Bag Parmas
: seluruh kalangan masyarakat
: i Henyediakon transpaitasi yong . Mangintruksikan PPK dan PPS
41 R4t Lok e meinadai dalam distribusi togiswk A | O|TE olExstim  |segara untuk motakukan 2024.02-07|Surot Edaran ﬁ‘;ﬂf" Sub Bag Umtog
nhusikan ka dagral sufit : distribus! logistik
_ Membuat kesepakatak dengan Ienyedisican enggaran unluk
Logistik tettanbad diterima oleh| penyedia jika terftambat pengiriman . diswibusi dengan ; . Hetea ¥PU |,
42 |R42 KEU Kabupston/Kota {ogistik maka akan dikinm metant [© | TE Ofekstrim | onggunakan moda 2024-02.01(Revrst anggaran (g oy Sub Bag Umlog
transportasy udara transportnsi uddig
l di dalam PKPU disesudikan i p .
Keterbatasan wakte untuk Agar di e ) Diperpanjangnyn waktu dalam Ketus KPU :
33 |R43 X tkembali wakty yarig dibutuhkan A al OfHE 0 Tingg oy 2024-0%-10]| 0l ; Sub Bag Umilog
proses pengadann logrstic dalam pengadaan Togistik proses pongadaan legistik Sumbar
] Agar KPU Menganggarkan dara Dilakukan packing sesuaf Ketua KPU
a4 ﬂmd Keruspkan logistik pemiju yang lebih untuk spasifikasi bahan |A oTE D|Ekstiim  |standas packaging box yang ‘2024-01-10| DI Summbat Sub Bag Umleg
iogistie yang bagus ’ aman, :
Mendorong para calan penyedia _
: Kekurangan keras suard dan  [fingkat Tokal untuk ikut . Sovaksasi melalu media ] Ketua KEU
45 |R4S lngistik fainnya berpartisipasi datam pengadaan A olTe 0 Tingg! massa lingkat lokal 2023-10-10) Bukti an Sumbat Sub Beg Umiog
logistik parmily
Melakukan pangawasan |Dokumentasi
46 |R45 Gaan;bab:’::::n gaiam surat Celak ufeng surat suara A 0 OJKE Q] Tinggi barkesinambungan terhadap 2023-11-10{ proses cetak surat :f;g;pu Sub Bag Umlcg
suar peroetakohn sutol suara suae
pendidikan pemilu yang lspih Menghitung kembali [jumilan
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